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ABSTRAK 

Dewi Mahfudhoh. 2014, SKRIPSI. Judul: “Evaluasi Penerapan PSAK No. 105 

Terhadap Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada 

Kanindo Syari’ah Malang”. 

Pembimbing : Yona Octiani L., SE., MSA 

Kata Kunci  : PSAK No. 105, Pembiayaan Mudharabah 

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan dengan prinsip bagi 

hasil dengan nisbah sesuai dengan kesepakatan antara pengelola dan pemilik dana. 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlakuan akuntansi pembiayaan 

mudharabah  yang meliputi penyajian, pengukuran, pengungkapan, dan 

pengakuan yang di lakukan oleh Kanindo Syari’ah Malang dan mengevaluasi 

kesesuaian penerapan yang di lakukan Kanindo Syari’ah Malang dengan PSAK 

No. 105 tentang akuntansi pembiayaan mudharabah. 

Data yang di gunakan dalam penelitian ini adalalah metode pendekatan 

deskriptif komparatif yaitu dengan cara melihat laporan keuangan tahun 2009-

2012 dan melakukan wawancara. Penelitian ini mengevaluasi pengakuan, 

pengukuran, penyajian dan pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan 

Kanindo Syari’ah Malang dengan kesesuaian PSAK No. 105 pembaiayaan 

mudharabah. 

Dari hasil evaluasi dapat diketahui bahwa perlakuan akuntansi 

pembiaayaan mudharabah yang dilakukan oleh BMT Kanindo Syari’ah Malang 

sudah sesuai dengan PSAK No.105 yaitu pada saat pengakuan penyerahan 

pembiayaan mudharabah, pengembalian pokok pinjama, penerimaan bagi hasil, 

pengukuran kas pada saat penyerahan asset kas dan non kas, penyajian laporan 

keuangan, dan pengungkapan laporan keuangan. Ada beberapa perlakuan 

akuntansi pembiayaan mudharabah yang belum sesuai dengan PSAK No. 105 

yaitu pada pihak Kanindo tidak memberikan asset nonkas, dan pada saat 

terjadinya kehilangan atau kerusakan yang bukan di akibatkan oleh pemilik dana. 

Maka Kanindo Syari’ah perlu memberikan asset nonkas dan juga penerapan 

PSAK 105 prgf 13 (b) yaitu pengukuran pembiayaan mudharabah dalam bentuk 

asset non kas diukur sebesar nilai wajar asset nonkas pada saat penyerahan, 

supaya lebih mempermudah nasabah dalam pengajuan pembiayaan yang berupa 

asset nonkas. 

 


